Menimbang

Mengingat :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Q

NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

bahwa dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai
Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka segala potensi
yang dapat menunjang sumber Pendapatan Daerah perlu

dioptimalkan;

bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah
satu sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat
menunjang Pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas maka perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan.

. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);



. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggaarai Barat di Propinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 201 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4021);

. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Manggarai Barat;

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan
Daerah atas Jasa Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemeritah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan;

Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas Kegiatan tertentu
Daerah dalam rangka pemberiaan Izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Obyek Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberiaan izin kepada orang atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendaliaan dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Subyek Retribusi Perizinan tertentu adalah orang Pribadi atau Badan yang

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah;

Izin Mendirikan Bangunan adalah Pemberian Izin untuk mendirikan suatu

bangunan;

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pungutan yang dilakukan

terhadap subyek retribusi tertentu;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah Surat Keterangan yang

menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Manggarai Barat;

Wajib Retribusi adalah orang/pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran

retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan

tertentu dari Pemerintah Daerah;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat
yang oleh wajib retribusi digunakan utuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat

pembayaran yang lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi  Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih

besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;



17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
Surat untuk melakukan tagihan atau sanksi administrasi berupa bunga

atau denda;

Benda Berharga adalah dokumen lain yang disamakan dengan Surat
Keterangan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dipergunakan

sebagai alat pembayaran Retribusi;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, badan usaha milik negara
atau daerah dengan nama dan bentuk apapun  persekutuan ,
perkumpulan, firma , kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap sesuai dengan usaha

lainnya;

Pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  untuk  mencari,
mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Biaya administrasi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh
pemerintah dalam proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang
berkaitan dengan pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah

untuk kepentingan pribadi atau badan;

Izin adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada orang pribadi

atau badan yang memboleh atau menyetujui untuk melakukan sesuatu;

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.



BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini diberi nama Reribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu.

Pasal 4

Subyek Reribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu

dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan

tertentu.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan tertentu
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya

penyelenggaraan pemberian izin kepada yang bersangkutan.



BAB V
BIAYA DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Biaya Retribusi Izin mendirikan bangunan digunakan untuk :
a. Biaya formulir pendaftaran;
b. Biaya pemeriksaan gambar/ koreksi gambar yang meliputi
aristektur, stuktur dan mekanikal/elektrikal;
c. Biaya pengawasan;
d. Biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan Izin Mendirikan

Bangunan.

(2) Besarnya biaya—biaya tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan fungsi, kualifikasi, lokasi, nilai dan luas lantai
Bangunan Gedung.

Pasal 8

Besarnya tarif =~ Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebesar 2 %

(setengah persen) dari nilai Bangunan Gedung.

BAB VI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau

ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Retribusi Terutang terhitung sejak ditetapkanya SKRD yang diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak lain;

(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD;

(3) Bentuk dan Warna Blangko SKRD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB 1X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak
diterbitkannya SKRD, STRD dan SSRD;



(3)

Semua hasil pungutan retribusi disetorkan secara Bruto ke Kas Daerah
melalui Bendaharawan Khusus Penerima / Penyetor (BKP) pada Dinas
Pendapatan Daerah paling lama 1x 24 Jam sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penagihan retribusi yang terutang dapat dilakukan oleh petugas pemungut yang

ditentukan atau disetor lansung oleh Wajib Retribusi kepada Bendaharawan

Khusus Penerima / Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI DAN KEBERATAN

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % ( dua
persen ) dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan
STRD;

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu sebagaimana
dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi pembatalan surat izin mendirikan

bangunan.

Pasal 16

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai

alasan—alasan yang jelas;

Dalam hal Wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan

retribusi tersebut;
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(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi

karena keadaan diluar kekuasaannya;

Keberatan yang tidak memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai keberatan sehingga tidak

dipertimbangkan;

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan;

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterima permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memberi keputusan;

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkanya SKRDLB;

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah

lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberi imbalan bunga

11



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan retribusi.

Pasal 19

Permohonan pengembalian kelebihan retribusi dilkukan secara tertulis

kepada Kepala Daerah dengan sekurang—kurangnya menyebutkan:

Nama dan alamat Wajib Retribusi;

o o

Masa Retribusi;

o

Besarnya Kelebihan pembayaran ;

d. Alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara

langsung atau melalui pos tercatat;

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh kepala Daerah.

Pasal 20

Pengembalian Kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat

perintah membayar kelebihan retribusi;

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
reribusi lainnya, sebagaimana pada Pasal 26 ayat (1) pembayaran
dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti

pembayaran.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan

pembebasan retribusi;
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(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan
wajib retribusi, antara lain mengangsur, karena bencana alam atau

kerusuhan.
Pasal 22

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 21 ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23
Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Pasal 24
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23

tertangguh apabila diterbitkan surat teguran, ada pengakuan utang retribusi dari

wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

denda paling banyak Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah).
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Pasal 26

Tindak Pidana yang dimaksud pada Pasal 25 adalah Pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerah agar keterangan atau laporan-laporan tersebut menjadi

lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi

daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen

lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
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. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen

yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang

bertanggung jawab;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum, melalui penyidik polisi negara.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Manggari Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 20 Januari 2006

BUPATI MANGGARAI BARAT,

W. FIDELIS PRANDA

Diundangkan di Labuan Bajo

pada tanggal 25 Januari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2006 NOMOR 30 SERI C
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L.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENJELASAN UMUM

Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah perlu diintensifkan pemungutannya sehingga diharapkan
menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah diberi peluang dalam
menggali sumber-sumber keuangan dan menetapkan jenis retribusi

selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan sesuai

dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Salah satu jenis retribusi tersebut adalah Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan. Retribusi ini ditetapkan dengan maksud untuk menutup
sebagian atau seluruhnya biaya pelayanan/jasa yang dilakukan oleh
pemerintah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan. Biaya administrasi yang dikenakan disini hanya kepada orang
pribadi atau badan sedangkan yang berkaitan dengan tugas pokok
pemerintahan yang bersifat pelayanan umum dan pembangunan tidak

dikenakan biaya, termasuk pelayanan administrasi bagi instansi

pemerintah atau badan-badan sosial dan non komersial/keagamaan.

Sejalan dengan penjelasan dimaksud di atas perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang pelayanan

administrasi.
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
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Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
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Pasal 28
Cukup jelas
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